PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA KELAS T A

INSTRUKSI KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
KEDISIPLINAN DALAM PENGINPUTAN SIPP BAGI KETUA/WAKIL KETUA
PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA,

Dalam rangka melaksanakan perintah Yth. Ketua Pengadilan Tinggi
Palangkaraya pada Selasa tanggal 28 Juni 2022 pada pokoknya meminta
perhatian untuk penginputan SIPP dan EIS pada Pengadilan Negeri Palangkaraya;

dengan ini memberi instruksi Kepada:
1. Yth. KPN/WKPN
2. Panitera cq. Panitera Muda Hukum

Pada Pengadilan Negeri Palangkaraya.
3. Sekretaris cq. Kasub PTIP

KESATU: Kepada KPN/WKPN:

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENGINPUTAN SIPP:

1. Memastikan kesiapan pelaksanaan dalam penggunaan SIPP dalam
administrasi perkara.

2. Secara rutin memantau indikator kinerja dalam SIPP yang menunjukkan
posisi penyelesaian perkara, ketepatan waktu proses perkara dan
persidangan, dan kinerja Hakim serta jajaran pengadilan lainnya.

3. Memberikan bimbingan dan pengarahan untuk mendukung kelancaran
administrasi perkara dalam SIPP.

4. Melakukan koordinasi teknis dengan seluruh bagian dan pengguna SIPP
untuk menghadapi kendala dan memberikan solusi yang tepat.

S. KPN dengan dibantu WKPN yang melakukan supervisi terhadap
Panitera dan Hakim.

6. Melakukan penetapan dan penginputan melalui aplikasi SIPP:

7. Memastikan penginputan dan pencetakan penetapan penunjukan
majelis hakim yang menyidangkan perkara perdata gugatan, bantahan,
perlawanan, peninjauan kembali, dalam waktu paling lama 1x24 jam.

8. Memastikan penginputan dan pencetakan penetapan penunjukan
hakim yang menyidangkan perkara perdata gugatan sederhana dalam
waktu paling lama 1x24 jam.

9. Menetapkan Teguran dalam waktu paling lama 1x30 hari dalam
perkara eksekusi.

10. Memastikan penginputan dan pencetakan penetapan penunjukan hakim
perkara permohonan keberatan terhadap bentuk dan/atau besarnya
ganti kerugian berdasarkan musyawarah penetapan ganti kerugian,
dalam waktu paling lama 1x24 jam.

11. Memastikan penginputan dan pencetakan penetapan penunjukan hakim
perkara permohonan penitipan ganti kerugian dalam pengadaan tanah
bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dalam waktu paling lama
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1x24 jam.

Menetapkan Penetapan Sita Eksekusi dalam waktu paling lama 1x30
hari.

Memastikan penginputan penetapan Teguran dalam waktu paling lama
1x24 jam.

Memastikan penginputan Penetapan Sita Eksekusi dalam waktu paling
lama 1x24 jam.

Menetapkan, penetapan Teguran dalam waktu paling lama 1x30 hari,
dan Penetapan Sita paling lama 1x30 hari dalam perkara Eksekusi Hak
Tanggungan.

Memastikan penginputan penetapan Teguran dalam waktu paling lama
1x24 jam, dan menginput Penetapan Sita dalam waktu paling lama
1x24 jam dalam perkara Eksekusi Hak Tanggungan.

Memastikan penginputan dan pencetakan penetapan penunjukan
majelis hakim yang menyidangkan perkara perdata PHI dalam waktu
paling lama 1x24 jam.

Menetapkan penetapan Teguran dalam waktu paling lama 1x30 hari,
dan Penetapan Sita dalam waktu 1x30 hari dalam perkara Eksekusi
PHI.

Memastikan penginputan penetapan Teguran dalam waktu paling lama
1x24 jam, dan menginput Penetapan Sita dalam waktu paling lama
1x24 jam dalam perkara Eksekusi PHI.

Memastikan penginputan dan pencetakan penetapan penunjukan
majelis/hakim yang menyidangkan perkara pidana biasa, anak,
singkat, peninjauan kembali, dalam waktu paling lama 1x24 jam.

Memastikan penginputan dan pencetakan penetapan penunjukan
majelis yang menyidangkan perkara pidana Tipikor, Peninjauan Kembali
Tipikor, dalam waktu paling lama 1x24 jam.

Menetapkan dan memastikan penginputan penetapan
Kasasi/Pemohonan Kembali tidak memenuhi syarat formal apabila
memenuhi syarat kondisi tertentu (Pasal 248 ayat (1), (4) KUHAP Jo.
Pasal 45 A ayat (3), (4) UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
Atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, SEMA Nomor
08 Tahun 2011 Tentang Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi
dan Peninjauan Kembali), dalam waktu paling lama 1x24 jam.

Menetapkan dan memastikan penginputan penetapan perintah tahanan
dikeluarkan dari tahanan demi hukum dalam perkara kasasi (Buku II
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006
Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan hlm. 50, dalam waktu paling lama 1x24 jam.

Menetapkan dan memastikan penginputan penetapan perintah tahanan
dikeluarkan dari tahanan demi hukum dalam perkara banding setelah
mendapat izin Ketua Pengadilan Tinggi (Buku II Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang
Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan hlm. 50, dalam waktu paling lama 1x24 jam.

Memanfaatkan fitur PESAN dalam SIPP untuk komunikasi internal.

Melakukan tindakan administratif kepada Hakim/Majelis atas
kelambatan penginputan dan pemuatan putusan dalam SIPP melewati
tenggang waktu 7 hari apabila perkara banding/kasasi.

Melakukan tindakan administratif kepada Panitera atas kelambatan
pengiriman berkas upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi
Palangkaraya dalam waktu maksimal 30 hari (PERDATA) atau 14 hari
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(PIDANA/TIPIKOR).

28. Melakukan tindakan administratif kepada Panitera atas kelambatan
pengiriman berkas upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dalam
waktu paling lama 65 hari.

29. Melakukan tindakan administratif kepada Panitera atas kelambatan
pengiriman berkas peninjauan kembali melewati tenggang waktu paling
lama 30 hari setelah Pemeriksaan Persidangan (PIDANA/TIPIKOR) atau
30 hari setelah Jawaban/tanggapan atas alasan PK (PERDATA);

30. Meminta klarifikasi kepada WKPN atas keterlambatan mengajuan
permohonan perpanjangan penahanan KPT 30 hari pertama dan 30 hari
kedua, melewati tenggang waktu 10 hari sebelum masa penahanan
berakhir.

31. Meneruskan laporan Hakim/Majelis kepada Ketua Pengadilan Tinggi
Palangkaraya mengenai penanganan perkara yang belum putus
melewati tenggang waktu penyelesaian perkara.

KEDUA: Panitera cq. Panmud Hukum untuk mendistribusikan SALINAN
Instruksi ini kepada ybs. melalui media pertukaran data secara
elektronik.

KETIGA: Sekretaris cq. Kasub PTIP untuk memuat salinan Instruksi ini pada
media www.pn-palangkaraya.go.id.

KEEMPAT: Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di: Palangkaraya
pada tanggal : 28 Juni 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA,

Ttd
AGUNG SULISTIYONO

Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya .

2. Yth. Tim Kerja RB/ZI PN Plk: Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana,
Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan
Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
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